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PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atasbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun Anggaran 2014 belum mendapat persetujuan bersamaoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam PaserUtara, sementara untuk mendukung berputarnya roda pemerintahan diKabupaten Penajam Paser Utara diperlukan pengeluaran kas daerahuntuk membiayai belanja yang sifatnya mengikat dan belanja yangbersifat wajib;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b serta dalam rangka optimalisasi penatausahaan keuangan daerahsebelum pengesahaan Rancangan APBD Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPengeluaran Daerah Mendahului Pengesahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran2014;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksanaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4028);9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712);10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporanKeterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2014;16. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten KabupatenPenajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPenajam Paser Utara Nomor 6);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraNomor : 170/II/Pimp-DPRD Tanggal 13 Januari 2014 Perihal PersetujuanPengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD TA 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Bupati  adalah  Bupati Penajam Paser Utara.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah selakupengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang bertanggung jawabkepada Bupati  dan membantu Bupati  dalam penyelenggaraan pemerintahan.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiankewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yangmelaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidangtugasnya.10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluanbelanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.11. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara.12. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.13. Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh Bupati  untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakanuntuk membayar seluruh pengeluaran daerah.14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.



- 4 -
15. Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untukmelaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yangditerbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaharapengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.17. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUadalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan penggantiuang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) adalah dokumen yang diajukan olehbendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atasdasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji denganjumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkanoleh PPTK.19. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebanpengeluaran DPA-SKPD.20. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) adalah dokumen yangditerbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atasbeban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uangpersediaan yang telah dibelanjakan.21. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah dokumen yang diterbitkan olehpengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebanpengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasarpencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2(1) Pengeluaran daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentangAPBD Tahun Anggaran 2014 adalah untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat danbelanja yang bersifat wajib, antara lain sebagai berikut:a. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;b. Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS);d. Belanja Listrik;e. Belanja Air;f. Belanja Telepon; dang. Belanja Bahan Bakar Minyak.(2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pagu Dana APBDTahun Anggaran 2013 dan pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.
Pasal 3(1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengankebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabatyang melaksanakan fungsi perbendaharaan.(2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk satu bulan adalah1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja masing-masing SKPD yang ada dalamRancangan APBD Tahun Anggaran 2014 yang belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikantambahan 1/12 (satu per dua belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabilaPeraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 belum juga ditetapkan.
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Pasal 4(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan SuratPenyediaan Dana (SPD) sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untukpenerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan selanjutnya disampaikan kepada PejabatPengelola Pengelola Keuangan (PPK) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya digunakan dalammenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP);b. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU);c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dand. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU).(3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b,dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenisbelanja untuk menghindari kelebihan penggunaan anggaran terhadap plafon anggaranbelanja yang dialokasikan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014.
Pasal 5Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajampada tanggal 15 Januari 2014
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajampada tanggal 15 Januari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1.


